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JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL PENALTIES FOR CARRYING
SHARP WEAPONS BY MOTORCYCLE GANGS
(Case Study of Decision Number: 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt)

Motorcycle gangs are part of a social subculture typically composed of male
teenagers or young men who share common social backgrounds, regions, or
schools and express themselves through motorcycling. The crimes committed by
motorcycle gangs have greatly disturbed Indonesian society, including the people
of Tebing Tinggi, especially since motorcycle gangs offen carry sharp weapons.
According to Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Article
15, paragraph 2, letter ¢ provides a definition of sharp weapons. In this law,
sharp weapons refer to piercing, stabbing, and striking tools, excluding objects
used for agricultural purposes, houschold tasks, legal professional activities, or
items that are considered heirlooms, antiques, or magical objects as regulated in
Law Number 1/Drt/1951. This research is descriptive-analytical, describing the
applicable regulations in relation to legal theories and the practice of positive
law regarding the formulated issues. The method used in this thesis research is a
statutory approach. Based on the case position and Decision Number
57/Pid.Sus/2024/PN.b, the application of criminal penalties by the judge in
deciding the crime of unlawfuly carrying sharp weapons by a motorcycle gang
was based on the Prosecutor’s Indictment, the Prosecutor’s Demands, witness

testimony, the defendant's statement, and the available evidence. The judge's

considerations in imposing criminal penalties on the perpetrators imvolved in
unlawfully carrying sharp weapons by motorcycle gamgs in case mumber
57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt included juridical considerations (indictments. demands,
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ABSTRAK

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, tak terkecuali masyarakat Kota Tebing Tinggi, karena tidak jarang geng motor membawa senjata tajam.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach)
Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt diatas  Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam oleh genk motor pada Putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt yang dilakukan oleh Terdakwa melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam oleh geng motor pada perkara nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan non yuridis (pertimbangan sosiologis dan filosofis).
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